BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan dari penulisan ini bahwa ketika terjadi
suatu konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional maupun
konflik bersenjata non-internasional, perlu ditaatinya peraturan-peraturan
Hukum Humaniter Internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini
bertujuan untuk mencegah timbulnya korban-korban perang, karena pada
umumnya ketika terjadi suatu konflik bersenjata, pihak yang paling
dirugikan adalah penduduk sipil. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-
upaya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil dalam suatu
konflik bersenjata internasional.

Dalam konflik bersenjata non-internasional Darfur di Sudan yang
terus terjadi sampai dengan sekarang ini, banyak ditemukan pelanggaran-
pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan HAM. Dalam konflik
ini penduduk sipil tidak dilindungi dan bahkan dijadikan sebagai sasaran
serangan dari para pihak yang bertikai. Konflik bersenjata ini sudah
banyak sekali menimbulkan korban yang hampir seluruhnya merupakan

penduduk sipil yang tidak berdosa. Tindakan-tindakan pemerintah Sudan



yang tidak memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil negaranya
dan para pihak yang bertikai yang menjadikan penduduk sipil sebagai
sasaran serangan adalah jelas bertentangan dengan nilai-nilai
kemanusiaan, dan merupakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
hukum humaniter terutama yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa I'V
1949. dan Protokol tambahan II 1977. Ketentuan tentang perlindungan
penduduk sipil sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949
dan Protokol tambahan II 1977 cenderung diabaikan oleh para pihak yang
bertikai, namun demikian sejauh ini lembaga-lembaga internasional
seperti ICRC, Lembaga Amnesti Internasional dan Dewan Keamanan
PBB telah berusaha untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional
dalam konlik bersenjata di Darfur. Beberapa upaya penegakkan hukum
yéng dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB yaitu :
1. Dewan keamanan PBB melalui resolusi 1564, memberikan himbauan
keras kepada negara Sudan untuk segera menghentikan konflik;
2. Dewan keamanan PBB memberikan rekomendasi kepada Mahkamah
Pidana Internasional untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran-
pelanggaran hukum humaniter dan HAM dalam konflik bersenjata

Darfur. Berdasarkan atas hal ini, maka Mahkamah Pidana Internasional
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menuntut dan mengeluarkan surat penangkapan kepada pelaku-pelaku
pelanggaran, yang salah satu diantaranya adalah presiden Sudan;

3. Pembentukan dan pengiriman pasukan-pasukan penjaga perdamaian
PBB di Sudan melalui UNMIS (United Mission In The Sudan) dan
lebih khusus lagi unuk di wilayah Darfur melalui UNAMID (United
Nations Afrian Union Mission In Darfur) yang bertugas untuk
melindungi penduduk sipil dan bantuan kemanusiaan dalam konflik
bersenjata Darfur;

4. Pembentukan komisi penyelidikan tentang konflik Darfur (The
International Commission of Inquiry On Darfur) yang bertugas
menyelidiki tentang pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter dan

HAM dalam konflik bersenjata Darfur.

B. Saran

1. Ketentuan-ketentuan hukum humaniter terutama yang terdapat dalam
Konvensi Jenewa 1949 dan Pro:cokol tambahan 1977 harus diperkuat
dan dipertegas;

2. Perlunya upaya untuk menekan Sudan agar segera menghentikan
konflik melalui sanksi-sanksi berupa pemutusan hubungan diplomatik

dan embargo militer;
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3. Segera dibentuknya Komisi Intenasional Pencari Fakta (Intenational
Fact Finding Commisssion) lebih lanjut yang disetujui oleh kedua belah
pihak yang bertikai, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter, yang
bertujuan untuk mencari fakta-fakta dan menjamin penegakkan hukum
humaniter dalam konflik bersenjata Darfur;

4. Pasukan-pasukan penjaga perdamaian PBB diberikan kebebasan dan
kewenangan yang lebih, agar dapat melakukan segala upaya yang
diperlukan dalam menjaga keamanan, melindungi penduduk sipil, dan

aktivitas kemanusiaan di Darfur;
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